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PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sry

pi23l 923 S Ul plu,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah
menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parit Aim, 05 September 1996, agama
Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Kubu
Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Kunyit, 06 Maret 1997, agama Islam,
pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
ALAMAT TERGUGAT, Kabupaten Kubu Raya, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang

diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2020 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah,
Melangsukan pernikahan yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah, Kantor
Urasan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Kubu Raya,
Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 11 Maret
2016;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, sampai dengan berpisah
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat
telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikarunia satu (1) Orang anak bernama:

3.1 ANAK Tempat/tanggal lahir Kubu Raya, 03 Februari 2017;
sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
4, Bahwa, sejak bulan November 2016 rumah tangga penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perlisihan paham dan
pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan tersebut adalah:
5.1. Tergugat bersikap tidak peduli terhadap Penggugat dan anak
5.2. Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk keluarga
5.3. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal
26 Februari 2019 yang di sebabkan Tergugat Pergi tanpa sebab dan sejak
saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami
istri;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi Untuk melanjutkan kehidupan rumah
tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah
diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak

keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
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9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalili-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan

mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugatan;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Memebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut serta sah menurut hukum sesuai relaas
nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sry, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak
disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam
persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali
menjalin rumah tangganya dengan Tergugat, hamun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa tambahan
atau perubahan. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam
persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya sebagaimana gugatan
Penggugat diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti sebagai berikut :
A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor
Induk Kependudukan KTP, lalu diberi tanda P.1;
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2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH tanggal 11 Maret
2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kantor Urasan Agama Kecamatan KECAMATAN
Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P.2;
Bukti-bukti tersebut di atas telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;
B. Saksi:
I. SAKSI | P, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah Ibu dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak
harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar sendiri
perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat dan
Tergugat tinggal dalam satu rumah dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut yaitu:
o Tergugat bersikap tidak peduli terhadap Penggugat dan anak;
o Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk keluarga;
o Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang
diketahuinya saat Tergugat telepon wanita lain di rumah ketika
Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
bulan Februari 2019 yang di sebabkan Tergugat pergi tanpa sebab
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dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat
untuk sabar, namun tidak berhasil karena Tergugat kerap tidak peduli
dengan nasehat saksi;

Il. SAKSI 1l P, , Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah, memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah Bibi dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama dirumah orang tua Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang
anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak
harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar sendiri
perselisihan dan pertengkaran tersebut karena rumah saksi dekat
dengan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah:

o Mengenai masalah ekonomi dalam keluarga, yaitu nafkah
lahir dari Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada
bulan Februari 2019 yang di sebabkan Tergugat pergi tanpa sebab
dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi
layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat
untuk sabar, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di
persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para
pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum
Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan
Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk
menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal
145 ayat (1) dan (2) RBg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan
patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 353/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat
telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam
selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sejak November 2016 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bersikap tidak peduli terhadap Penggugat
dan anak; Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk keluarga; Tergugat
mempunyai hubungan dengan wanita lain, yang akhirnya sejak 26 Februari 2019
Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga gugatan diajukan,
selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan
lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat
tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim, Tergugat
tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat
diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang artinya:

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak

menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya”;
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Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini
dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan
Penggugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah
termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja formil tetapi juga kebenaran
materiil dan sesuai Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat dan orang saksi yang telah dicatat dalam duduk
perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan
Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Pasal 1888 KUH Perdata, oleh
karena itu bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah salinan KTP yang menunjukan bahwa
Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Sungai Raya yang
menggunakan haknya untuk mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan
Agama Sungai Raya dan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk yurisdiksi
kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang tidak dibantah sehingga
memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata
dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak
tanggal 11 Maret 2016, telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah
sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau legitima
persona standi in judicio;

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah
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dan tercatat di KUA, sehingga Penggugat berdasarkan bukti P.2 adalah pihak yang
mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang
saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di
depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa serta
orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg serta
ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang juga berisi
mengenai saksi dari pihak keluarga untuk perkara perkawinan, sehingga telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi | dan I,
didapatkan keterangan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat diakui saksi benar adanya karena dilihat dan didengar sendiri oleh saksi |
dan saksi Il yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga,
yaitu nafkah lahiriah dari Tergugat. Saksi | mengetahui sebab perselisihan dan
pertengkaran, yaitu kedekatan dengan wanita lain karena saksi melihat sendiri
Tergugat menghubungi wanita lain ketika Penggugat sedang bekerja di luar.
Berdasarkan keterangan saksi | dan saksi Il, perselihan dan pertengkaran yang
terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berujung pada perpisahan
yang terjadi sejak awal 2019 dan hal tersebut membuat Penggugat tidak dapat
bertahan lagi dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan tentang
sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui

secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat
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dengan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
selama kurang lebih satu tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan
yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan, karena saksi-saksi
Penggugat memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum atau yang disebut
recht gevoig yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-
alasan hukum (vreem de oozaak), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya
perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian
tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta
menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang
dihubungkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di
persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada
tanggal tanggal 11 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah
orang tua Penggugat selama 3 tahun. Penggugat dan Tergugat dalam kondisi
ba'da dukhul telah dikaruniai seorang keturunan;

3. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian menyebabkan Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2019;

4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu
dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak
pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah

tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus
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yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut
diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang, tidak menjalankan hak
dan kewajiban sebagai suami istri lagi setidak-tidaknya selama kurang lebih satu
tahun yang dapat dilihat dari gugatan dan dibuktikan dari keterangan saksi, yaitu
bentuk toleransi sepanjang pernikahan yang sudah diusahakan untuk selalu
diwujudkan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berujung pada perpisahan
sejak satu bulan lalu;

Menimbang, bahwa perpisahan tersebut menunjukkan bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi
keterikatan lahir batin dan oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa
fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana
Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal
lahir batin dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
ikatan batin yang kuat (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak
kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak
saling membutuhkan, dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Firman Allah

subhanahuwata’ala pada Quran surat Ar-Rum ayat 21 [Qs. 30:21] yang artinya:
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan
untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan alasan yang tertuang dalam Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in
shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam perkara ini, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan
untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulgha’idah
1441 Hijriyah, oleh Mawardi S.Ag., M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita,
S.H. dan Ai Susanti, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh
Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H. Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 50.000,00
- Panggilan ‘Rp 300.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi "Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
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